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Abstract : Hajj financial management is a strafegic issue
because it concerns public religious funds, pilgrim
protection, sharia compliance, and the sustainability of Hajj
financing. In Indonesia, the large amount of managed Hajj
funds, the long waiting list, and the use of benefit value fo
support Hajj costs create a strong need for fransparent,
accountaple, and prudential governance. This study aims fo
analyze the legal status of the Hajj Financial Management
Agency (BPKH) within Indonesia’s Hajj financial
management System and compare if with Malaysia’s
Lembaga Tabung Haji model This research employs a
normative legal method using statufory, conceptual, and
comparative approaches. The tindings show that BPKH
holds the status of an independent public legal entity
responsible for the receipt, development, expenditure, and
accountapility of Hajj funds based on the principles of
sharia, prudence, benefit, transparency, and accountability.
Compared with Malaysia, Indonesia has advantages in
functional separation and Ilayered supervision, while
Malaysia Is stronger In institutional infegration and an
income-based subsidy system. This study emphasizes the
Importance of strengthening institutional coordination,
fransparency, and the sustainability of Hajj fund benefit
value.
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Abstrak: Pengelolaan keuangan haji merupakan isu strategis karena berkaitan dengan dana umat,
perlindungan jemaah, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan pembiayaan ibadah haji. Di Indonesia,
besarnya dana kelolaan haji, panjangnya daftar tunggu, serta penggunaan nilai manfaat untuk
mendukung biaya haji menimbulkan kebutuhan terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan
berbasis prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia serta
membandingkannya dengan model Lembaga Tabung Haji di Malaysia. Penelitian ini menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa BPKH berkedudukan sebagai badan hukum publik yang mandiri dan
bertanggung jawab dalam penerimaan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban
keuangan haji berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibandingkan Malaysia, Indonesia memiliki keunggulan pada pemisahan fungsi dan pengawasan
berlapis, sedangkan Malaysia unggul dalam integrasi kelembagaan dan sistem subsidi berbasis
kemampuan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi kelembagaan,
transparansi, dan keberlanjutan nilai manfaat dana haji.

Kata Kunci: BPKH; Dana Haji; Keuangan Syariah; Tabung Haji; Tata Kelola

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat
fundamental dalam kehidupan umat Islam. Haji tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual
bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan atau istitha’ah, tetapi juga sebagai
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ibadah yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara spiritual, haji menjadi
bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah SWT melalui rangkaian ibadah yang
dilaksanakan di Tanah Suci. Secara sosial, haji memperlihatkan kesetaraan umat Islam tanpa
membedakan status sosial, ekonomi, maupun kebangsaan. Sementara itu, secara ekonomi,
pelaksanaan ibadah haji melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana dalam
jumlah besar sehingga menuntut adanya sistem tata kelola yang profesional, aman, transparan,
dan sesuai dengan prinsip syariah (Kasanah, 2021; Samsudin et al., 2023). Realisasi pendaftar
haji baru tahun 2025 mencapai 488.419 jemaah, melampaui target RKAT sebesar 422.000
jemaah. Data ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji dan
memperkuat urgensi tata kelola dana haji. (BPKH, 2026)

Bagi Indonesia, pengelolaan keuangan haji memiliki arti strategis karena Indonesia
merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tingginya
minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji menyebabkan daftar tunggu keberangkatan
haji menjadi sangat panjang, bahkan di beberapa daerah dapat mencapai belasan hingga
puluhan tahun. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan kelembagaan, terutama
karena dana setoran awal jemaah haji terkumpul dalam jumlah besar selama masa tunggu. Dana
tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai dana biasa, melainkan harus diteDana haji yang
dikelola BPKH mencapai Rp180,72 triliun per Desember 2025, menunjukkan besarnya
akumulasi dana jemaah yang perlu dikelola secara aman, produktif, dan akuntabel (BPKH, 2026).
Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik berbasis syariah yang menjamin keamanan dana
jemaah, keberlanjutan nilai manfaat, dan perlindungan hak calon jemaah haji (Pratiwi et al.,
2019; Siregar & Syam, 2023).

Pengelolaan keuangan haji di Indonesia mengalami perubahan penting setelah lahirnya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang
tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH sebagai badan
hukum publik yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan haji secara mandiri,
profesional, transparan, dan akuntabel. Sebelum adanya BPKH, pengelolaan dana haji berada di
bawah kewenangan Kementerian Agama. Namun, model tersebut dinilai belum sepenuhnya
optimal dalam menjamin pemisahan fungsi antara penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan
dana haji. Oleh karena itu, pembentukan BPKH merupakan bentuk reformasi kelembagaan untuk
memperkuat tata kelola dana haji agar lebih fokus pada optimalisasi nilai manfaat dan
perlindungan dana jemaah (Primadhany, 2017; Mubarak & Fuhaidah, 2018).

Secara normatif, BPKH memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik yang
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kedudukan ini menunjukkan
bahwa BPKH bukan lembaga komersial murni, melainkan lembaga publik yang menjalankan
mandat negara dalam pengelolaan dana umat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan penempatan dan
investasi keuangan haji harus tunduk pada asas syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba,
transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut penting karena dana haji berasal dari setoran
calon jemaah, sehingga negara melalui BPKH berkewajiban memastikan bahwa dana tersebut
tidak disalahgunakan, tidak ditempatkan pada instrumen yang bertentangan dengan syariah,
serta tidak menimbulkan kerugian bagi jemaah (Maulid & Amirsyah, 2021; Zakiruddin et al.,
2022).

Pengelolaan dana haji melalui BPKH tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh
keuntungan finansial, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,
meningkatkan rasionalitas dan efisiensi biaya perjalanan ibadah haji, serta memberikan manfaat
bagi kemaslahatan umat Islam. Dengan demikian, investasi dana haji harus dipahami sebagai
instrumen untuk mencapai tujuan hukum dan sosial, bukan sebagai tujuan utama yang berdiri
sendiri. Orientasi tersebut membedakan pengelolaan keuangan haji dari aktivitas investasi
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komersial biasa, karena pengelolaan dana haji selalu melekat dengan tanggung jawab moral,
keagamaan, hukum, dan publik (Fasa et al., 2020; Mahfudz et al., 2023).

Dalam praktiknya, BPKH diberikan ruang untuk melakukan penempatan dan investasi
keuangan haji dalam berbagai instrumen, antara lain produk perbankan syariah, surat berharga
syariah, emas, investasi langsung, dan instrumen lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Diversifikasi instrumen tersebut bertujuan untuk menghindari
pengendapan dana secara pasif sekaligus mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. Namun,
perluasan instrumen investasi juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan
pengawasan, manajemen risiko, dan transparansi publik. Oleh karena itu, pengelolaan investasi
dana haji harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara optimalisasi nilai manfaat
dan perlindungan dana jemaah (Ghafur, 2019; Rarasati, 2022). Laporan Keuangan BPKH 2024
mencatat perolehan nilai manfaat sebesar Rp11,54 triliun, melampaui target sebesar Rp11,52
triliun atau mencapai 100,17%. (BPKH, 2025)

Besarnya dana haji yang dikelola oleh BPKH memperkuat urgensi pengawasan dan
akuntabilitas. Dana yang terkumpul dari setoran calon jemaah haji memiliki karakteristik khusus
karena bersumber dari masyarakat, dikelola oleh badan hukum publik, dan digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan ibadah yang bersifat keagamaan. Dalam konteks ini, pengelolaan
dana haji tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis keuangan, tetapi juga menyangkut
kepercayaan publik terhadap negara. Apabila tata kelola dana haji tidak transparan, maka akan
muncul kecurigaan publik mengenai keamanan dana, penggunaan dana untuk kepentingan lain,
atau potensi penyimpangan dalam investasi. Oleh karena itu, transparansi informasi, audit,
pengawasan kelembagaan, dan pelaporan berkala menjadi bagian penting dari perlindungan
hukum terhadap calon jemaah haji (Jumali, 2018; Salsabila et al., 2024). BPKH memperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut, yang dapat
digunakan untuk menunjukkan aspek akuntabilitas formal pengelolaan keuangan haji.(BPKH,
2026)

Selain persoalan transparansi, tantangan lain dalam pengelolaan keuangan haji di
Indonesia adalah keberlanjutan pembiayaan haji. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat
perbedaan yang cukup besar antara biaya riil penyelenggaraan ibadah haji dan biaya yang
dibayarkan langsung oleh jemaah. Selisih tersebut ditutup melalui nilai manfaat hasil
pengelolaan dana haji. Skema ini memang dapat meringankan beban jemaah dalam jangka
pendek, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dana haji dalam jangka
panjang. Apabila nilai manfaat digunakan terlalu besar untuk menutup subsidi biaya haji, maka
terdapat risiko berkurangnya kemampuan dana haji untuk berkembang secara sehat dan
berkelanjutan (Siregar & Syam, 2023; Saputro & Qadri, 2024).

Problematika pengelolaan keuangan haji juga berkaitan dengan panjangnya daftar tunggu
keberangkatan haji. Masa tunggu yang panjang menyebabkan dana setoran jemaah tersimpan
dalam jangka waktu lama sebelum jemaah benar-benar berangkat. Dalam keadaan demikian,
pengelolaan dana haji harus mampu menjamin dua hal sekaligus, yaitu keamanan dana secara
individual bagi calon jemaah dan optimalisasi nilai manfaat secara kolektif bagi kepentingan
penyelenggaraan haji. Jika kedua tujuan tersebut tidak diseimbangkan, maka pengelolaan dana
haji dapat menimbulkan persoalan keadilan antargenerasi jemaah, terutama antara jemaah yang
segera berangkat dan jemaah yang masih harus menunggu dalam waktu panjang (Wahyudi,
2022; Sarka et al., 2024).

Dalam konteks perbandingan, Malaysia sering dijadikan rujukan karena memiliki sistem
pengelolaan dana haji melalui Lembaga Tabung Haji. Tabung Haji tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga penghimpun simpanan calon jemaah, tetapi juga sebagai institusi keuangan syariah
yang mengelola investasi secara terintegrasi dengan pelayanan haji. Model Malaysia
menunjukkan adanya integrasi antara fungsi simpanan, investasi, pelayanan jemaah, dan
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pemberdayaan ekonomi umat. Keberhasilan kelembagaan Tabung Haji sering dikaitkan dengan
pengalaman panjang, tata kelola investasi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pengelola dana haji (Aiza, 2016; Abd Rahman et al., 2020).

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting karena kedua negara
memiliki karakteristik yang sama sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar, tetapi
memiliki model kelembagaan dan sistem hukum pengelolaan dana haji yang berbeda. Indonesia
mengembangkan model pengelolaan melalui BPKH sebagai badan hukum publik yang mandiri,
sedangkan Malaysia mengembangkan model Tabung Haji sebagai lembaga yang lebih terintegrasi
dengan sistem keuangan syariah. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai
efektivitas kelembagaan, bentuk kewenangan, mekanisme pengawasan, strategi investasi, serta
perlindungan hukum terhadap jemaah haji di masing-masing negara (Muneeza et al., 2018;
Chenaker & Bouhafs, 2024).

Kajian komparatif terhadap pengelolaan keuangan haji Indonesia dan Malaysia juga
relevan untuk menemukan model tata kelola yang lebih ideal bagi Indonesia. Hal ini penting
karena pengelolaan keuangan haji tidak dapat hanya dinilai dari besarnya dana kelolaan atau
tingginya nilai manfaat, tetapi juga harus dilihat dari aspek legalitas kelembagaan, kepatuhan
syariah, perlindungan hak jemaah, akuntabilitas, dan keberlanjutan dana. Dengan kata lain,
keberhasilan pengelolaan dana haji harus diukur melalui keseimbangan antara efektivitas
ekonomi dan kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum dan tata kelola yang kuat, optimalisasi
investasi dana haji berpotensi menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, dan penurunan
kepercayaan publik (Jayaprawira & Abdussalam, 2019; Kurniadi et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan pengelolaan keuangan haji
Indonesia dan Malaysia memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini
berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, hukum kelembagaan publik,
dan tata kelola keuangan haji. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi
pemerintah dan BPKH dalam memperkuat sistem pengelolaan dana haji yang transparan,
akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah. Oleh karena itu,
penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan BPKH dalam pengelolaan haji di
Indonesia serta mengkaji problematika penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji di
Indonesia dan Malaysia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan
hukum sebagai norma, asas, kaidah, doktrin, dan sistem peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan keuangan haji. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama
penelitian ini bukan pada perilaku empiris lembaga pengelola haji, melainkan pada analisis
terhadap kedudukan hukum BPKH dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia serta
perbandingannya dengan sistem pengelolaan keuangan haji di Malaysia. Dengan demikian,
penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menilai
kesesuaian norma, kewenangan kelembagaan, prinsip pengelolaan, serta problematika hukum
dalam pengelolaan keuangan haji (Marzuki, 2017; Fadli, 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan
keuangan haji di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji, Undang~-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun
2017, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan kewenangan BPKH. Pendekatan ini
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penting untuk melihat bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan batasan pengelolaan dana haji.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang
berkaitan dengan badan hukum publik, keuangan haji, keuangan publik Islam, prinsip syariah,
akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, nilai manfaat, dan kemaslahatan. Pendekatan ini
diperlukan karena pengelolaan keuangan haji tidak hanya berkaitan dengan persoalan
administratif, tetapi juga menyangkut hubungan antara mandat negara, dana umat,
perlindungan jemaah, serta kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui
pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya membangun landasan teoretis mengenai
bagaimana seharusnya dana haji dikelola oleh lembaga publik agar tetap sesuai dengan asas
legalitas, prinsip syariah, dan prinsip tata kelola yang baik (Amiruddin & Asikin, 2006; Sanggono,
2002).

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem pengelolaan keuangan
haji di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan dilakukan dengan melihat kedudukan hukum
BPKH di Indonesia dan Lembaga Tabung Haji di Malaysia, bentuk kewenangan masing-masing
lembaga, pola pengumpulan dan pengembangan dana, sistem pengawasan, serta orientasi
pemanfaatan nilai manfaat dana haji. Pendekatan ini digunakan karena kedua negara memiliki
karakteristik yang relatif sama sebagai negara dengan penduduk muslim besar, tetapi memiliki
model kelembagaan yang berbeda. Indonesia menggunakan model BPKH sebagai badan hukum
publik yang mandiri, sedangkan Malaysia menggunakan model Lembaga Tabung Haji yang lebih
terintegrasi dalam fungsi tabungan, investasi, dan pelayanan haji.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2017; Fadli, 2025). Bahan hukum primer
meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang~Undang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor
110 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, serta peraturan BPKH yang
berkaitan dengan penempatan dan investasi keuangan haji. Untuk konteks Malaysia, bahan
hukum primer mencakup 7abung Haji Act 1995 atau Act 535 dan ketentuan kelembagaan lain
yang mengatur Lembaga Tabung Haji.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum,
jurnal nasional, jurnal internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, laporan tahunan,
laporan kinerja, serta publikasi resmi yang membahas pengelolaan dana haji, investasi syariah,
kelembagaan BPKH, dan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Bahan hukum sekunder digunakan
untuk memperkuat analisis terhadap norma hukum dan memberikan pemahaman akademik
mengenai praktik pengelolaan keuangan haji di kedua negara. Adapun bahan hukum tersier
meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan
sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam
penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi
dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan
mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan
Malaysia. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun berdasarkan isu hukum
yang dikaji, yaitu kedudukan BPKH dalam pengelolaan haji di Indonesia serta problematika
penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia. Teknik ini
digunakan agar analisis penelitian tidak Dbersifat deskriptif semata, melainkan mampu
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menunjukkan hubungan antara norma hukum, kelembagaan, prinsip syariah, dan praktik
pengelolaan dana haji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis.
Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan bahan hukum secara mendalam, sedangkan sifat
preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi mengenai model pengelolaan keuangan
haji yang ideal berdasarkan prinsip hukum, prinsip syariah, dan prinsip tata kelola yang baik.
Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal,
sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna norma
dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis digunakan untuk melihat
hubungan antarperaturan, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan
hukum dari pembentukan BPKH dan pengaturan pengelolaan keuangan haji.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang
komprehensif mengenai kedudukan hukum BPKH dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia
dan problematika pengelolaan keuangan haji apabila dibandingkan dengan model Malaysia.
Hasil analisis tersebut selanjutnya diarahkan untuk menemukan kelebihan, kelemahan, dan
peluang perbaikan tata kelola dana haji di Indonesia, khususnya dalam aspek legalitas
kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, pengawasan, keberlanjutan nilai manfaat, serta
perlindungan hak calon jemaah haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan BPKH dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia

Pengelolaan keuangan haji di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem
penyelengearaan ibadah haji nasional yang memiliki dimensi hukum, keagamaan, sosial,
ekonomi, dan kelembagaan. Dana haji yang berasal dari setoran jemaah bukan merupakan dana
komersial biasa, melainkan dana amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip syariah,
kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Dalam perspektif yuridis normatif,
pengelolaan dana haji harus ditempatkan sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara dalam
menjamin hak warga negara untuk beribadah, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum
terhadap dana masyarakat yang dihimpun dalam jumlah besar untuk kepentingan ibadah haji
(Kasanah, 2021; Samsudin et al., 2023).

Secara konstitusional, dasar pengelolaan keuangan haji dapat ditelusuri dari Pasal 29 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan
setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
masing-masing. Jaminan konstitusional tersebut tidak hanya mengandung makna perlindungan
terhadap kebebasan beragama, tetapi juga mengandung kewajiban negara untuk menyediakan
sistem penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, aman, terjangkau, dan berkeadilan. Oleh karena
itu, pengelolaan dana haji tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam
memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi jemaah haji
(Republik Indonesia, 1945).

Secara normatif, pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH berlandaskan
pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal 1 angka
4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya, Pasal 20 menegaskan bahwa BPKH merupakan badan
hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa BPKH dibentuk berdasarkan atribusi kewenangan
dari undang-undang, bukan berdasarkan hubungan privat, sehingga kedudukannya harus
dianalisis sebagai lembaga hukum publik yang menjalankan fungsi negara dalam bidang
pengelolaan dana haji (Republik Indonesia, 2014; Primadhany, 2017).
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Kedudukan BPKH sebagai badan hukum publik menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa
setiap tindakan pengelolaan dana haji harus tunduk pada asas legalitas, asas kepastian hukum,
asas akuntabilitas, dan asas perlindungan terhadap kepentingan jemaah. BPKH tidak dapat
dipahami sebagai lembaga bisnis yang bebas mengejar keuntungan, karena orientasi pengelolaan
keuangan haji adalah menjaga keamanan dana, menghasilkan nilai manfaat, mendukung
rasionalitas biaya penyelenggaraan haji, dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini
sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa
pengelolaan keuangan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat,
nirlaba, transparan, dan akuntabel (Republik Indonesia, 2014; Fasa et al., 2020).

Aspek syariah menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan haji karena dana yang
dikelola berasal dari calon jemaah untuk pelaksanaan ibadah. Prinsip syariah menuntut agar
proses penghimpunan, penempatan, investasi, dan pemanfaatan nilai manfaat tidak mengandung
unsur riba, gharar, maysir, atau transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena
itu, pengelolaan dana haji tidak cukup hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga harus
memenuhi standar kepatuhan syariah dari sisi akad, objek investasi, struktur transaksi, dan
mekanisme perolehan imbal hasil (Imran & Satria, 2018; Maulid & Amirsyah, 2021).

Dalam konteks tugas kelembagaan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
mengatur bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan,
pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Norma ini menunjukkan bahwa mandat
BPKH mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan haji, mulai dari dana diterima,
dikembangkan melalui instrumen syariah, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan haji,
sampai dipertanggungjawabkan kepada negara dan publik. Dengan demikian, BPKH tidak hanya
berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana, tetapi juga sebagai lembaga pengelola nilai manfaat
dan penjaga keberlanjutan pembiayaan haji (Republik Indonesia, 2014; Mubarak & Fuhaidah,
2018).

Fungsi BPKH lebih lanjut diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan dan
pertanggungjawaban atas penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Secara
yuridis normatif, fungsi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan
melalui tata kelola yang terencana dan berlapis. Perencanaan dibutuhkan untuk memastikan
arah kebijakan investasi, pelaksanaan dibutuhkan untuk menjalankan mandat kelembagaan,
pengendalian dan pengawasan dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan, sedangkan
pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi instrumen akuntabilitas publik (Republik Indonesia,
2014; Jumali, 2018).

Dari aspek statistik, urgensi penguatan tata kelola BPKH dapat dilihat dari besarnya dana
haji yang dikelola. Pada akhir 2025, dana kelolaan haji BPKH tercatat mencapai Rp180,72 triliun.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dana haji telah berkembang menjadi salah satu dana publik
berbasis syariah dengan nilai yang sangat besar. Besarnya dana ini menuntut adanya tata kelola
yang tidak hanya berorientasi pada hasil investasi, tetapi juga pada perlindungan dana jemaah,
kepatuhan hukum, pengawasan risiko, dan keterbukaan informasi kepada publik (BPKH, 2026a).

Selain dana kelolaan, nilai manfaat dana haji juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun
2025, BPKH mencatat nilai manfaat sebesar Rp12,09 triliun dengan imbal hasil sekitar 6,86%.
Pada tahun yang sama, realisasi pendaftar haji baru mencapai 488.419 jemaah, melampaui
target RKAT sebesar 422.000 jemaah. Data tersebut memperlihatkan dua hal penting. Pertama,
dana haji memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara produktif. Kedua,
tingginya jumlah pendaftar menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sistem haji tetap
tinggi, sehingga pengelolaan dana haji harus semakin transparan dan akuntabel (BPKH, 2026b).

Dalam sistem pembiayaan haji, nilai manfaat memiliki fungsi strategis karena digunakan
untuk mendukung sebagian biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pada penyelenggaraan haji 1447
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H/2026 M, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH ditetapkan sebesar
Rp87.409.365 per jemaah. Dari jumlah tersebut, rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau
Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar Rp54.193.806, sedangkan nilai manfaat
yang digunakan untuk mendukung pembiayaan sebesar Rp33.215.559. Komposisi ini
menunjukkan bahwa sekitar 38% BPIH ditopang oleh nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji,
sedangkan sekitar 62% dibayar langsung oleh jemaah (BPKH, 2026c¢).

Secara yuridis normatif, penggunaan nilai manfaat tersebut harus dianalisis secara hati-
hati karena dana haji tidak hanya berkaitan dengan jemaah yang berangkat pada tahun berjalan,
tetapi juga dengan jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. Penggunaan nilai manfaat
untuk mendukung pembiayaan jemaah berangkat memang dapat menjaga agar biaya yang
dibayar langsung oleh jemaah tetap lebih rasional. Namun, penggunaan nilai manfaat yang
terlalu besar tanpa desain keberlanjutan dapat menimbulkan persoalan keadilan antargenerasi
jemaah. Oleh karena itu, pemanfaatan nilai manfaat harus dilakukan secara proporsional,
transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan dana haji (Siregar & Syam, 2023; Saputro &
Qadri, 2024).

Dalam konteks investasi, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 memberikan
dasar hukum bagi BPKH untuk melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji dalam
bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif memberikan ruang kepada BPKH untuk
mengembangkan dana haji agar tidak mengendap secara pasif. Namun, kewenangan investasi
tersebut tidak bersifat bebas karena harus dikontrol oleh prinsip syariah, keamanan, kehati-
hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (Republik Indonesia, 2014; Rarasati, 2022).

Pengaturan teknis mengenai investasi keuangan haji diperbarui melalui Peraturan BPKH
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji. Peraturan ini
menegaskan bahwa investasi keuangan haji bertujuan meningkatkan nilai manfaat dari
pengelolaan dana haji, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, mewujudkan
rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta memberikan
manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Peraturan tersebut juga mengatur bentuk investasi
berupa investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya (BPKH,
2025).

Norma dalam Peraturan BPKH Nomor 1 Tahun 2025 mempertegas bahwa investasi dana
haji tidak dapat dimaknai sebagai aktivitas spekulatif. Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut
menyatakan bahwa investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Dengan
demikian, ukuran keberhasilan investasi dana haji tidak hanya ditentukan oleh besarnya imbal
hasil, tetapi juga oleh kesesuaian syariah, tingkat risiko, kecukupan likuiditas, dan kemampuan
investasi tersebut mendukung pembiayaan haji secara berkelanjutan (BPKH, 2025; Ghafur,
2019).

Aspek akad dalam investasi dana haji juga sangat penting karena menjadi dasar sahnya
hubungan hukum dalam transaksi syariah. Pada produk perbankan syariah, akad dapat
berbentuk wadiah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan karakter produk. Pada
investasi surat berharga syariah seperti sukuk atau SBSN, struktur akad dapat menggunakan
jjarah, wakalah, mudharabah, musyarakah, atau akad syariah lain yang ditetapkan dalam
dokumen penerbitan. Dengan demikian, aspek akad menjadi instrumen untuk memastikan
bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga sah menurut
prinsip syariah (Imran & Satria, 2018; Jayaprawira & Abdussalam, 2019).

Dari sisi portofolio, pengelolaan dana haji harus menyeimbangkan antara investasi dan
penempatan. Berdasarkan data 2025, dana haji sebesar Rp180,72 triliun dikelompokkan ke
dalam investasi sebesar 73,68% dan penempatan sebesar 26,32%. Komposisi tersebut
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menunjukkan bahwa sebagian besar dana haji diarahkan untuk menghasilkan nilai manfaat
melalui instrumen investasi, sementara sebagian lainnya tetap ditempatkan dalam instrumen
yang lebih likuid. Secara normatif, komposisi ini dapat dibenarkan sepanjang tetap memenuhi
prinsip kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas (BPKH, 2026a; Kurniadi et al.,
2019).

Keamanan dana haji merupakan aspek yuridis yang tidak dapat ditawar karena dana
tersebut merupakan hak jemaah. BPKH wajib memastikan bahwa dana haji ditempatkan pada
instrumen yang memiliki dasar hukum jelas, sesuai prinsip syariah, dan memiliki risiko yang
dapat dikendalikan. BPKH tidak boleh hanya mengejar imbal hasil tinggi apabila instrumen
tersebut berpotensi mengancam keamanan dana jemaah. Dalam kerangka ini, prinsip prudential
atau kehati-hatian menjadi prinsip hukum sekaligus prinsip manajemen risiko dalam
pengelolaan keuangan haji (Primadhany, 2017; Rarasati, 2022).

Likuiditas juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap jemaah. Dana
haji harus tersedia pada saat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji tahun
berjalan. Apabila dana terlalu banyak ditempatkan pada instrumen jangka panjang yang sulit
dicairkan, maka penyelenggaraan haji dapat terganggu. Karena itu, BPKH harus mengatur
struktur portofolio dengan memperhitungkan kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang. Dalam hal ini, likuiditas bukan hanya persoalan teknis keuangan, tetapi juga
bagian dari tanggung jawab hukum BPKH dalam menjamin kesiapan pembiayaan haji (Ghafur,
2019; Saputro & Qadri, 2024).

Akuntabilitas BPKH juga harus dilihat dari sistem pengawasan kelembagaan. Sebagai
badan hukum publik, BPKH tidak berdiri tanpa kontrol. Pengelolaan keuangan haji diawasi oleh
Dewan Pengawas BPKH, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan berada dalam hubungan
pertanggungjawaban kepada Presiden serta DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Model pengawasan ini menunjukkan bahwa dana haji ditempatkan sebagai dana
publik berbasis syariah yang pengelolaannya harus dapat diuji secara hukum, administratif,
keuangan, dan moral (Republik Indonesia, 2014; Salsabila et al., 2024).

Relasi kelembagaan antara BPKH dan kementerian penyelenggara haji juga penting dalam
analisis yuridis normatif. BPKH berada pada ranah pengelolaan keuangan haji, sedangkan
kementerian penyelenggara haji berada pada ranah pelayanan teknis penyelenggaraan ibadah
haji. Pembagian kewenangan ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi antara pengelola dana
dan penyelenggara layanan. Pemisahan tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih
kewenangan dan memperkuat akuntabilitas masing-masing lembaga (Mubarak & Fuhaidah,
2018).

Koordinasi antara BPKH dan kementerian penyelenggara haji memiliki dasar normatif
dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa
BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga
terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam maupun di
luar negeri. Norma ini menunjukkan bahwa BPKH tidak bekerja secara terisolasi, tetapi berada
dalam ekosistem kelembagaan yang melibatkan kementerian, lembaga keuangan, otoritas
pengawas, DPR, BPK, dan pihak terkait lainnya (Republik Indonesia, 2014).

Perubahan kelembagaan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 juga perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2025 memperkuat pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk aspek
kelembagaan, pembiayaan, kuota, pembinaan, dan pengawasan. Sementara itu, Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2025 membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian
yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah. Perubahan ini berimplikasi
pada relasi koordinatif BPKH, yang sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam
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urusan haji, kemudian harus menyesuaikan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian Haji
dan Umrah (Republik Indonesia, 2025a; Republik Indonesia, 2025b).

Meskipun terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan dalam penyelenggaraan haji,
kedudukan BPKH sebagai badan hukum publik pengelola keuangan haji tetap berlandaskan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Dengan demikian, pembentukan Kementerian Haji dan
Umrah tidak menghapus atau mengambil alih fungsi BPKH dalam pengelolaan keuangan haiji.
Relasi yang ideal antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah adalah relasi koordinatif-
fungsional, yaitu BPKH mengelola dana, nilai manfaat, investasi, dan likuiditas, sedangkan
kementerian menyusun serta melaksanakan layanan teknis penyelenggaraan haji (Republik
Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2025b).

Berdasarkan analisis tersebut, kedudukan BPKH dalam sistem pengelolaan keuangan haji
di Indonesia memiliki karakter yuridis yang kuat sebagai badan hukum publik yang mandiri,
tetapi tetap berada dalam sistem pengawasan negara. Dari aspek hukum, BPKH memperoleh
kewenangan berdasarkan undang-undang dan wajib tunduk pada asas legalitas serta prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek syariah, BPKH wajib memastikan bahwa seluruh
penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui instrumen dan akad yang sesuai dengan
prinsip Islam. Dari aspek statistik, besarnya dana kelolaan, nilai manfaat, dan kontribusi nilai
manfaat terhadap BPIH menunjukkan bahwa BPKH memegang peran strategis dalam menjaga
keberlanjutan pembiayaan haji. Dengan demikian, BPKH bukan sekadar lembaga administratif,
tetapi merupakan instrumen hukum negara untuk menjaga amanah dana jemaah,
mengembangkan nilai manfaat, dan mewujudkan tata kelola keuangan haji yang aman,
produktif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Problematika Penyelenggaraan dan Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia

Problematika penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia harus
dipahami dalam kerangka yuridis normatif sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan
teknis pelayanan ibadah, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin
pelaksanaan ibadah haji, perlindungan dana jemaah, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan
pembiayaan haji. Secara konstitusional, penyelenggaraan ibadah haji berhubungan dengan
jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, negara tidak hanya
berkewajiban memberikan ruang bagi warga negara untuk beribadah, tetapi juga wajib
membangun sistem pelayanan dan pengelolaan keuangan haji yang aman, transparan, akuntabel,
dan sesuai prinsip syariah (Republik Indonesia, 1945; Kasanah, 2021).

Secara normatif, pengelolaan keuangan haji di Indonesia diatur melalui Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang tersebut
membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui Menteri. Kedudukan BPKH sebagai badan hukum publik menunjukkan
bahwa dana haji merupakan dana umat yang dikelola dalam rezim hukum publik, bukan dana
komersial biasa. Oleh karena itu, seluruh tindakan BPKH dalam menerima, mengembangkan,
mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan dana haji harus tunduk pada asas legalitas,
prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014;
Primadhany, 2017).

Problematika pertama dalam sistem Indonesia adalah kompleksitas kelembagaan akibat
pemisahan fungsi antara penyelenggara teknis ibadah haji dan pengelola keuangan haji.
Penyelenggaraan teknis haji berada pada kementerian yang menangani urusan haji, sedangkan
pengelolaan keuangan haji berada pada BPKH. Secara konseptual, pemisahan tersebut
merupakan bentuk reformasi tata kelola untuk memperkuat profesionalitas, transparansi,
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akuntabilitas, dan mekanisme checks and balances. Namun, secara praktis, pemisahan tersebut
juga menimbulkan persoalan koordinasi karena kebutuhan layanan haji yang disusun oleh
kementerian harus diselaraskan dengan kesiapan dana, nilai manfaat, dan likuiditas yang
dikelola oleh BPKH (Mubarak & Fuhaidah, 2018).

Dari perspektif yuridis normatif, kompleksitas koordinasi tersebut harus dikaitkan dengan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa BPKH dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait
dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi. Norma tersebut menunjukkan
bahwa BPKH tidak bekerja secara terpisah dari sistem penyelenggaraan haji, melainkan berada
dalam hubungan koordinatif-fungsional dengan kementerian penyelenggara haji, DPR, BPK,
Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, bank penerima setoran, dan lembaga terkait
lainnya. Apabila koordinasi tidak berjalan optimal, maka dapat muncul tumpang tindih
kebijakan, keterlambatan pengambilan keputusan, dan ketidaksinkronan antara kebutuhan
operasional haji dan kemampuan pembiayaan (Republik Indonesia, 2014).

Problematika kedua adalah panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia. Sebagai negara
dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar, permintaan masyarakat untuk menunaikan
ibadah haji tidak sebanding dengan kuota yang diberikan oleh Arab Saudi setiap tahun. Kondisi
ini menyebabkan masa tunggu jemaah haji reguler dapat mencapai belasan hingga puluhan
tahun di sejumlah daerah. Dari aspek pelayanan publik, panjangnya masa tunggu menimbulkan
persoalan kepastian keberangkatan, akurasi data jemaah, perubahan kondisi kesehatan,
perubahan status keluarga, dan meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia. Dari aspek keuangan,
masa tunggu yang panjang menyebabkan dana setoran awal jemaah mengendap dalam waktu
lama sehingga menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati dan berkelanjutan (Sarka et al., 2024;
Wahyudi, 2022).

Panjangnya masa tunggu juga menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan
hak jemaah. Dana setoran awal pada dasarnya merupakan dana milik calon jemaah yang
dititipkan dalam sistem pengelolaan keuangan haji. Karena dana tersebut dikelola dalam jangka
panjang, BPKH wajib menjaga agar nilai dana tidak tergerus inflasi dan tetap dapat memberikan
manfaat bagi jemaah ketika waktu keberangkatan tiba. Dalam hal ini, investasi dana haji menjadi
penting, tetapi investasi tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip prudential, keamanan,
likuiditas, kepatuhan syariah, dan akuntabilitas. Dengan demikian, daftar tunggu yang panjang
tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menjadi dasar lahirnya kewajiban
hukum bagi pengelola dana haji untuk menjaga amanah jemaah secara berkelanjutan (Rarasati,
2022; Saputro & Qadri, 2024).

Problematika ketiga adalah sensitivitas pengelolaan dana haji. Dana haji memiliki dimensi
religius, sosial, ekonomi, dan politik karena berasal dari jutaan calon jemaah yang menabung
untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pengelolaan dana haji
selalu menjadi perhatian publik. Dalam aspek statistik, urgensi tata kelola yang kuat dapat dilihat
dari dana kelolaan BPKH yang mencapai Rp180,72 ftriliun pada 2025, dengan nilai manfaat
Rp12,09 triliun dan imbal hasil 6,86%. Realisasi pendaftar haji baru tahun 2025 juga mencapai
488.419 jemaah, melampaui target RKAT sebesar 422.000 jemaah. Data tersebut menunjukkan
bahwa dana haji merupakan dana publik berbasis syariah dalam skala sangat besar sehingga
pengelolaannya harus dilindungi melalui sistem hukum, manajemen risiko, dan pengawasan
yang ketat (BPKH, 2026a; BPKH, 2026b).

Sensitivitas tersebut tampak dalam tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana haji dihimpun, ditempatkan, dikembangkan,
dan digunakan. Transparansi menjadi semakin penting karena instrumen investasi yang
digunakan oleh BPKH tidak selalu mudah dipahami masyarakat awam. Apabila informasi publik
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tidak disampaikan secara memadai, maka dapat muncul spekulasi mengenai keamanan dana,
penggunaan

Studi Komparatif Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia dan Malaysia

Studi komparatif pengelolaan keuangan haji antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan
bahwa kedua negara sama-sama menempatkan haji sebagai urusan publik yang memiliki
dimensi hukum, keagamaan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Namun, perbedaan mendasar
terletak pada konstruksi hukum kelembagaan yang digunakan. Indonesia membangun sistem
pengelolaan keuangan haji melalui model pemisahan fungsi antara Badan Pengelola Keuangan
Haji (BPKH) sebagai pengelola dana haji dan kementerian penyelenggara haji sebagai pelaksana
teknis pelayanan jemaah. Sebaliknya, Malaysia mengembangkan model kelembagaan yang lebih
terintegrasi melalui Lembaga Tabung Haji, yaitu institusi yang menghimpun tabungan haji,
mengelola investasi, dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji dalam satu sistem
kelembagaan. Perbedaan ini penting dianalisis secara yuridis normatif karena menentukan pola
kewenangan, bentuk pertanggungjawaban, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum
terhadap dana jemaah (Muneeza et al., 2018; Kasanah, 2021).

Dalam sistem Indonesia, pengelolaan keuangan haji memperoleh dasar hukum utama dari
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang
tersebut menegaskan bahwa BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Secara yuridis, ketentuan ini menunjukkan
bahwa BPKH lahir berdasarkan atribusi kewenangan dari undang-undang, bukan berdasarkan
hubungan perdata biasa. Konsekuensinya, setiap tindakan BPKH dalam menerima,
mengembangkan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan dana haji harus tunduk pada
asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas publik, serta perlindungan terhadap hak jemaah.
Dengan demikian, BPKH tidak dapat dipahami sebagai lembaga investasi komersial, melainkan
sebagai badan hukum publik yang menjalankan mandat negara dalam mengelola dana umat
(Republik Indonesia, 2014; Primadhany, 2017).

Berbeda dengan Indonesia, sistem Malaysia bertumpu pada Tabung Haji Act 1995 atau
Act 535 sebagai dasar hukum kelembagaan Lembaga Tabung Haji. Tabung Haji memiliki
karakter sebagai institusi keuangan Islam yang mengintegrasikan fungsi tabungan, investasi, dan
pelayanan haji. Model ini memberikan keuntungan dari aspek efektivitas koordinasi karena
penghimpunan dana, pengelolaan investasi, dan dukungan penyelenggaraan haji berada dalam
satu sistem kelembagaan. Namun, dari perspektif yuridis normatif, integrasi tersebut juga
menimbulkan persoalan mengenai konsentrasi kewenangan. Semakin luas kewenangan yang
berada pada satu lembaga, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan, transparansi,
audit, dan mekanisme checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau
risiko tata kelola (Aiza, 2016; Abd Rahman et al., 2020).

Perbandingan kelembagaan tersebut memperlihatkan dua model hukum yang berbeda.
Model Indonesia lebih menekankan pemisahan kewenangan antara pengelolaan dana dan
penyelenggaraan layanan. Keunggulan model ini adalah adanya pembagian tanggung jawab
yang lebih jelas antara BPKH sebagai pengelola keuangan haji dan kementerian sebagai
penyelenggara teknis haji. Akan tetapi, pemisahan tersebut juga menimbulkan konsekuensi
berupa kebutuhan koordinasi yang kuat. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
menjadi norma penting karena mewajibkan BPKH berkoordinasi dengan kementerian atau
lembaga terkait dalam pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi. Dengan demikian,
keberhasilan sistem Indonesia sangat bergantung pada efektivitas koordinasi kelembagaan agar
pemisahan fungsi tidak berubah menjadi fragmentasi kebijakan (Republik Indonesia, 2014;
Mubarak & Fuhaidah, 2018).
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Dari aspek statistik, kompleksitas pengelolaan keuangan haji Indonesia terlihat dari
besarnya dana kelolaan BPKH. Pada tahun 2025, dana kelolaan haji mencapai sekitar Rp180,72
triliun, nilai manfaat sekitar Rp12,09 triliun, dan imbal hasil sekitar 6,86%. Realisasi pendaftar
haji baru juga mencapai 488.419 jemaah, melampaui target RKAT sebesar 422.000 jemaah. Data
ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana haji di Indonesia telah menjadi pengelolaan dana
publik berbasis syariah dalam skala sangat besar. Secara normatif, semakin besar dana yang
dikelola, semakin besar pula kewajiban hukum BPKH untuk memperkuat tata kelola, pelaporan,
audit, pengawasan risiko, dan keterbukaan informasi kepada publik. Tanpa pengawasan yang
kuat, besarnya dana haji dapat menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, dan penurunan
kepercayaan jemaah (BPKH, 2026a; BPKH, 2026D).

Malaysia juga memiliki skala pengelolaan dana haji yang besar melalui Tabung Haji.
Dalam naskah ini, aset bersih dana Tabung Haji disebut berada pada kisaran Rp180 triliun
dengan keuntungan investasi sekitar Rp8 triliun per tahun. Selain itu, sistem biaya haji Malaysia
menunjukkan pola subsidi yang lebih eksplisit berdasarkan kategori kemampuan ekonomi. Biaya
riil haji Malaysia disebut sebesar RM33.300 per jemaah, tetapi jemaah kategori B40 membayar
RM15.000, M40 membayar RM23.500, sedangkan T20 membayar penuh. Secara normatif,
model subsidi berbasis kemampuan ekonomi ini mencerminkan pendekatan keadilan distributif
karena bantuan lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan. Namun, model ini tetap
menuntut keberlanjutan fiskal dan investasi agar subsidi tidak membebani stabilitas keuangan
lembaga dalam jangka panjang (Chenaker & Bouhafs, 2024; Lembaga Tabung Haji, 2025).

Perbedaan pembiayaan antara Indonesia dan Malaysia terlihat dari mekanisme
penggunaan nilai manfaat dan subsidi. Indonesia menggunakan nilai manfaat hasil pengelolaan
dana haji untuk membantu menutup selisih antara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah. Pada penyelenggaraan haji
1447 H/2026 M, rata-rata BPIH nasional disebut sebesar Rp87.409.365 per jemaah, sedangkan
Bipih yang dibayar langsung oleh jemaah sebesar Rp54.193.806 dan dukungan nilai manfaat
sebesar Rp33.215.559. Secara hukum, skema ini dapat dibenarkan sepanjang digunakan untuk
mendukung tujuan pengelolaan keuangan haji. Namun, secara normatif, penggunaan nilai
manfaat harus diuji melalui prinsip keadilan antargenerasi karena nilai manfaat juga berasal dari
pengelolaan dana jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu (Siregar & Syam, 2023;
Saputro & Qadri, 2024).

Isu keadilan antargenerasi menjadi salah satu titik kritis dalam pengelolaan keuangan haji
Indonesia. Jemaah yang berangkat pada tahun berjalan memperoleh dukungan nilai manfaat,
sedangkan jemaah yang masih menunggu turut berkontribusi terhadap pembentukan nilai
manfaat melalui dana yang mereka setorkan. Apabila nilai manfaat digunakan terlalu besar
untuk membiayai jemaah yang berangkat saat ini, maka terdapat potensi ketidakadilan bagi
jemaah tunggu di masa depan. Oleh karena itu, secara yuridis normatif, penggunaan nilai
manfaat harus dirancang secara proporsional, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip manfaat
tidak boleh dipisahkan dari prinsip kehati-hatian dan keadilan, karena tujuan pengelolaan dana
haji bukan hanya meringankan beban jemaah saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan hak
jemaah pada masa mendatang (Siregar & Syam, 2023; Sarka et al., 2024).

Dari aspek syariah, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menempatkan
kepatuhan syariah sebagai legitimasi utama pengelolaan dana haji. Di Indonesia, prinsip syariah
merupakan asas normatif yang secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014. Hal ini menuntut agar instrumen investasi dana haji terbebas dari riba, gharar, maysir,
serta kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Di Malaysia, Tabung Haji juga dibangun
sebagai institusi keuangan Islam yang menghimpun dan mengembangkan simpanan haji
berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, keabsahan pengelolaan dana haji di kedua
negara tidak cukup dinilai dari besarnya hasil investasi, tetapi harus dinilai pula dari kesesuaian
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akad, objek investasi, struktur transaksi, dan distribusi manfaat dengan prinsip syariah (Imran &
Satria, 2018; Jayaprawira & Abdussalam, 2019).

Dari aspek investasi, Indonesia cenderung menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati
karena dana haji dikelola oleh badan hukum publik dan memiliki sensitivitas sosial-keagamaan
yang tinggi. Dana haji ditempatkan pada instrumen syariah seperti produk perbankan syariah,
surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan instrumen lain yang diperbolehkan
peraturan perundang-undangan. Malaysia melalui Tabung Haji memiliki pengalaman investasi
yang lebih panjang dan portofolio yang lebih luas, termasuk sektor perbankan syariah, properti,
perkebunan, pasar modal syariah, industri halal, dan sektor strategis lainnya. Secara normatif,
model Indonesia lebih menekankan perlindungan dan keamanan dana, sedangkan model
Malaysia lebih menunjukkan integrasi antara investasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Kedua
model tersebut tetap harus dikontrol oleh prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan
akuntabilitas (Ghafur, 2019; Kurniadi et al., 2019).

Dari aspek kuota dan pelayanan, kedua negara sama-sama menghadapi keterbatasan yang
ditentukan oleh kebijakan Arab Saudi. Indonesia menghadapi tekanan lebih besar karena jumlah
pendaftar sangat tinggi dan daftar tunggu dapat mencapai puluhan tahun. Kondisi ini
memperbesar tanggung jawab BPKH untuk menjaga agar dana setoran jemaah tidak tergerus
inflasi dan tetap menghasilkan nilai manfaat. Malaysia juga menghadapi keterbatasan kuota,
tetapi sistem Tabung Haji yang lebih terintegrasi memudahkan pengelolaan data, tabungan, dan
persiapan jemaah. Namun, keterbatasan kuota tetap menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji
bukan hanya persoalan hukum domestik, melainkan juga berkaitan dengan diplomasi haji dan
relasi internasional dengan Arab Saudi (Wahyudi, 2022; Sarka et al., 2024).

Secara komparatif, model Indonesia memiliki keunggulan dari aspek pemisahan fungsi,
dasar hukum publik, dan pengawasan berlapis, tetapi menghadapi tantangan koordinasi
kelembagaan, panjangnya daftar tunggu, sensitivitas publik, dan keadilan penggunaan nilai
manfaat. Sementara itu, model Malaysia unggul dalam integrasi kelembagaan, kematangan
sistem tabungan, pengalaman investasi, dan subsidi berbasis kemampuan ekonomi, tetapi
menghadapi tantangan konsentrasi kewenangan, risiko investasi, beban subsidi, dan
keberlanjutan pembiayaan. Dengan demikian, model ideal pengelolaan keuangan haji tidak dapat
hanya memilih antara pemisahan fungsi atau integrasi kelembagaan, tetapi harus mampu
menyeimbangkan legalitas, kepatuhan syariah, akuntabilitas, transparansi, manajemen risiko,
perlindungan jemaah, dan keberlanjutan pembiayaan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari
integrasi layanan dan sistem subsidi Malaysia, sedangkan Malaysia dapat memperkuat checks
and balances dengan mengambil pelajaran dari model pemisahan fungsi dan pengawasan publik
yang diterapkan di Indonesia (Muneeza et al., 2018; Chenaker & Bouhafs, 2024).

Tabel 1 Studi Komparatif Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia dan Malaysia

Aspek

Perbandingan Indonesia Malaysia Analisis Komparatif
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Pengelolaan keuangan haji
Indonesia diatur terutama
melalui Undang-Undang | Pengelolaan haji Indonesia memisahkan rezim
Nomor 34 Tahun 2014 Malaysia
hukum pengelolaan dana dan
tentang Pengelolaan bertumpu pada i’
. . penyelenggaraan haji,
Keuangan Haji. Tabung Haji Act :
Dasar hukum P . sedangkan Malaysia
enyelenggaraan teknis 1995 atau Act
utama haii di . menggunakan dasar
aji diatur melalui 535 yang .
g kelembagaan yang lebih
Undang-Undang Nomor 8 | menjadi dasar terinteeras, melalui Tabun
Tahun 2019 sebagaimana | hukum Lembaga 3 Haii 3
telah diubah terakhir Tabung Haji. g1
dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2025.
Malaysia
menggunakan
. mOdel . Model Indonesia lebih
Indonesia menggunakan terintegrasi . .
: . . menonjolkan pembagian
model pemisahan fungsi. | melalui Lembaga K
. ewenangan dan
BPKH mengelola keuangan Tabung Haji 1
o akuntabilitas kelembagaan.
Model haji, sedangkan yang . :
. . Model Malaysia lebih
kelembagaan kementerian menghimpun . S
. menonjolkan efisiensi
penyelengeara haji tabungan, o .
. . . koordinasi karena fungsi
menjalankan fungsi teknis mengelola
. . . utama berada dalam satu
pelayanan jemaah. investasi, dan nstitusi
mendukung :
penyelenggaraa
n haji.
Tabung Haji
inglii;l;fliﬁirslus BPKH memiliki karakter
BPKH merupakan badan an lembaga hukum publik yang
Kedudukan hukum publik yang yang kuat, sedangkan Tabung Haji
) - menjalankan g A
lembaga bersifat mandiri dan ¢ . memiliki karakter institusi
. ungsi tabungan,
pengelola bertanggung jawab kepada | . . > keuangan Islam yang
. ) .~ | investasi syariah, . .
Presiden melalui Menteri. terintegrasi dengan
dan pelayanan pelayanan haji
haji bagi umat )
Islam Malaysia.
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Pengelolaan keuangan haji
dilakukan berdasarkan

Pengelolaan
dana dilakukan
berdasarkan

Kedua negara sama-sama
menempatkan prinsip syariah
sebagai dasar utama.
Perbedaannya, Indonesia

Asas vinsio svariah. kehati- prinsip syariah, menegaskan asas tersebut
pengelolaan Prinsip sy > tabungan umat, | secara eksplisit dalam UU No.
hatian, manfaat, nirlaba, : .
investasi halal, 34 Tahun 2014, sedangkan
transparan, dan akuntabel. .
dan dukungan Malaysia
pembiayaan haji. mengoperasionalkannya
melalui sistem Tabung Haji.
Tabung Haji
berfungsi
BPKH bertugas mengelola | sebagai lembaga
keuangan haji yang tabungan haji, Fungsi BPKH lebih spesifik
Fungsi utama meliputi pebnerlmaan, pengelol.a Ea.(.ia p(eingelli)laa%l l}()euanlg_laq
lembaga pengembangan, investasi, aji, sedangkan Tabung Haji
pengeluaran, dan pemberi layanan | memiliki fungsi yang lebih
pertanggungjawaban haji, serta luas dan terintegrasi.
keuangan haji. instrumen
pemberdayaan
eckonomi umat.
Dalam naskah,
aset bersih
Dana kelolaan BPKH pada Tabung Haji Kedua' negara mengelola
L disebut berada | dana haji dalam skala sangat
2025 mencapai sekitar ) .
o pada kisaran besar. Hal ini menuntut
Skala dana Rp180,72 triliun, dengan o
N ; Rp180 triliun pengawasan hukum,
kelolaan nilai manfaat sekitar . C
o . dengan manajemen risiko,
Rp12,09 triliun dan imbal K .
: ) o euntungan transparansi, dan kepatuhan
hasil sekitar 6,86%. . A :
investasi sekitar syariah yang kuat.
Rp8 triliun per
tahun.
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Sumber keuangan haji
meliputi setoran jemaah,
nilai manfaat, Dana Abadi

Sumber utama
berasal dari
simpanan atau
tabungan umat

Indonesia menempatkan
dana haji dalam sistem dana

jjarah, musyarakah, atau
akad lain yang sesuai
karakter instrumen.

yang mengelola
tabungan dan

investasi secara
patuh syariah.

Sumber dana Umat, dana efisiensi I[slam yang publik berbasis syariah.
. : Malaysia menekankan sistem
penyelenggaraan ibadah dikelola oleh tabunean hai vane lebih
haji, dan sumber lain yang Tabung Haji S J1yang
X melembaga sejak awal.
sah. serta hasil
investasi syariah.
Tabung Haji
Dana haji dapat m_engembgngka . .
. n investasi pada Indonesia cenderung lebih
ditempatkan pada produk )
) sektor keuangan konservatif karena
perbankan syariah, surat .
. syariah, menekankan keamanan dana
Instrumen berharga syariah, emas, . o .
. . . : properti, dan likuiditas. Malaysia
investasi investasi langsung, dan Y
. S : perkebunan, memiliki pengalaman
investasi lainnya sesuai : ; ) .
K pasar modal investasi yang lebih panjang
etentuan peraturan iah. ind . dan lebih tordi fikasi
erundang -undangan syariah, industri an lebih terdiversifikasi.
P ' halal, dan sektor
strategis lain.

Investasi dana haji harus Tabung Haji Kedua negara menjadikan
sesuai prinsip syariah dan dibangun kepatuhan syariah sebagai
memperhatikan akad yang | sebagai institusi | ukuran legitimasi. Keabsahan

Aspek syariah sah, seperti wadiah, keuangan Islam | pengelolaan dana haji tidak
dan akad mudharabah, wakalah,

hanya dilihat dari
keuntungan, tetapi juga dari
kesesuaian akad dan objek
investasi.
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Pembiayaan
haji

Indonesia menggunakan
nilai manfaat hasil
pengelolaan dana haji
untuk membantu menutup

selisih antara BPIH dan yang diberikan
Bipih yang dibayar kepada kategori
jemaah. tertentu, seperti
kelompok B40

dan M40.

Malaysia
menggunakan
skema biaya
aktual dan
subsidi atau
bantuan haji

Indonesia lebih menekankan
nilai manfaat sebagai
dukungan pembiayaan.
Malaysia lebih eksplisit
menggunakan model subsidi
berbasis kemampuan
ekonomi.

Nilai manfaat
atau subsidi

Pada haji 1447 H/2026
M, rata-rata BPIH sebesar
Rp87.409.365, Bipih yang

dibayar jemaah sebesar

Rp54.193.806, dan nilai

manfaat sebesar
Rp33.215.559.

Biaya riil haji
Malaysia dalam
naskah disebut

sebesar
RM33.300,
dengan
pembayaran
berbeda
menurut
kategori
ekonomi jemaah.

Indonesia menghadapi isu
keadilan antargenerasi
karena nilai manfaat berasal
dari dana jemaah yang juga
mencakup jemaah tunggu.
Malaysia menghadapi
tantangan keberlanjutan
subsidi apabila biaya haji
terus meningkat.

Daftar tunggu
dan kuota

Indonesia menghadapi
daftar tunggu sangat
panjang karena jumlah
pendaftar jauh lebih besar
daripada kuota haji yang
tersedia.

Malaysia juga
menghadapi
keterbatasan
kuota, tetapi

daftar
tunggunya
dikelola melalui
sistem Tabung

Haji yang lebih

terintegrasi.

Kedua negara bergantung
pada kuota yang ditetapkan
Arab Saudi. Namun, tekanan

daftar tunggu di Indonesia

lebih besar karena jumlah
calon jemaah sangat tinggi.
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Sentralisasi pada

DPR, serta Presiden.

syariah, dan tata
kelola investasi.

Tabung Haji
Pemisahan fungsi antara menimbulkan Indonesia menehadapi
BPKH dan kementerian risiko roblem koor dinga i anfaw
penyelengeara haji konsentrasi lefnba 4. sedanekan Malavsia
Problematika menimbulkan tantangan kewenangan, mir{ghadapgi prObIemy
kelembagaan koordinasi, potensi ketergantungan konsentrasi kewenangan
tumpang tindih kebijakan, pada satu Keduanva membutuhgkar{
dan proses pengambilan lembaga, dan kan}irsme checks and
keputusan yang lebih potensi risiko mg 1 kuat
panjang. sistemik apabila alances yang kuat.
terjadi masalah
kelembagaan.
Tabung Haji
BPKH wajib menyusun dl“”.m” Akuntabilitas menjadi isu
laporan menjaga utama pada kedua negara
. . kepercayaan .
Transparansi | mempertanggungjawabka blik melalui karena dana yang dikelola
dan n pengelolaan dana, dan pu ca merupakan dana umat.
akuntabilitas | tunduk pada pengawasan penlgawasan, Transparansi diperlukan
Dewan Pengawas, BPK, izpagﬁaifg untuk menjaga legitimasi

lembaga pengelola.

Risiko utama

Risiko utama Indonesia
meliputi daftar tunggu
panjang, penggunaan nilai
manfaat secara besar,
sensitivitas publik, risiko
investasi, dan koordinasi
kelembagaan.

Risiko utama
Malaysia
meliputi beban
subsidi,
keberlanjutan
pembiayaan,
konsentrasi
kewenangan,
risiko investasi
global, dan
keterbatasan
kuota.

Indonesia lebih menghadapi
risiko keberlanjutan nilai
manfaat dan koordinasi.

Malaysia lebih menghadapi

risiko subsidi, konsentrasi
kelembagaan, dan
keberlanjutan sistem
pembiayaan.
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Jemaah
memperoleh
Jemaah memperoleh .manfaat dari
manfaat berupa dukungan sistem tabupgan Kedua model berupaya
I . dan subsidi, meringankan beban jemaah,
Implikasi n}lal manfaa't yang tetapi tetapi harus menjaga
tc;rhadz;.lp mermg_a}nkan }k: iaya haji, keberlanjutan keadilan, transparansi, dan
jemaa b tetapi jemaa q tungﬁg subsidi keberlanjutan manfaat bagi
Erpof[enm terdampak 1su bergantung pada | generasi jemaah berikutnya.
eadilan antargenerasi. kinerja investasi
dan kebijakan
Tabung Haji.
Model Malaysia
unggul dalam : . .
Model Indonesia unggul integrasi Ipcfonesmﬂapat beﬁu allr dgm
dalam pemisahan kelembagaan, inlegrast ‘ayanan vialaysia,
Kelebihan kewenangan, dasar hukum kematangan sedangkan Malaysia dapat
gatn, . S memperkuat checks and
model publik yang kuat, dan sistem tabungan, balances denean melihat
potensi pengawasan pengalaman del : Ig1 ; i
berlapis. investasi, dan model pemisanan tmgst ci
ofisiensi Indonesia.
koordinasi.
Model Malaysia
Model Indonesia rentan rerlztan teihadap Model ideal perlu
terhadap koordinasi yang kewce)EZin ;ﬁsclian menggabungkan kejelasan
Kelemahan lambat dan tumpang teka r%an pembagian kewenangan,
model tindih kebijakan antara Keuan2an integrasi data, akuntabilitas,
pengelola dana dan apabila ]feban kepatuhan syariah, dan
penyelenggara layanan. p subsidi keberlanjutan pembiayaan.
meningkat.

Sumber : dianalisis oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel tersebut, pengelolaan keuangan haji di Indonesia dan Malaysia
memiliki karakter yang berbeda. Indonesia menempatkan BPKH sebagai badan hukum publik
yang berfokus pada pengelolaan dana haji secara mandiri, sedangkan Malaysia mengembangkan
Lembaga Tabung Haji sebagai institusi terintegrasi yang menggabungkan fungsi tabungan,
investasi, dan pelayanan haji. Model Indonesia lebih kuat dalam aspek pemisahan fungsi dan
pengawasan berlapis, tetapi menghadapi tantangan koordinasi dan keadilan antar generasi dalam
penggunaan nilai manfaat. Sebaliknya, model Malaysia lebih unggul dalam integrasi
kelembagaan dan sistem tabungan haji, tetapi menghadapi risiko konsentrasi kewenangan serta
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keberlanjutan subsidi. Jumali (2016) menyatakan bahwa pengelolaan dana haji harus
dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah untuk menjamin manfaat
serta keamanan dana jemaah.

Dengan demikian, studi komparatif ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan haji
yang ideal harus menyeimbangkan aspek legalitas, kepatuhan syariah, perlindungan jemaah,
transparansi, manajemen risiko, dan keberlanjutan pembiayaan. Indonesia dapat mengambil
pelajaran dari integrasi layanan dan subsidi berbasis kemampuan ekonomi yang diterapkan
Malaysia, sedangkan Malaysia dapat memperkuat aspek pengawasan dan pemisahan fungsi
untuk mengurangi risiko konsentrasi kewenangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) dalam sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia merupakan
kedudukan hukum yang kuat karena dibentuk secara langsung berdasarkan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH berkedudukan sebagai badan
hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Secara yuridis normatif, kedudukan tersebut menegaskan bahwa BPKH bukan lembaga bisnis
yang berorientasi pada keuntungan, melainkan lembaga publik yang menjalankan mandat
negara dalam mengelola dana haji sebagai dana amanah milik jemaah. Oleh karena itu, seluruh
tindakan BPKH dalam menerima, mengembangkan, mengeluarkan, dan
mempertanggungjawabkan keuangan haji harus tunduk pada prinsip syariah, kehati-hatian,
manfaat, nirlaba, transparansi, akuntabilitas, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Problematika penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji di Indonesia terutama
berkaitan dengan kompleksitas kelembagaan, panjangnya daftar tunggu, sensitivitas pengelolaan
dana haji, fluktuasi biaya haji, dan kualitas layanan jemaah. Pemisahan fungsi antara BPKH
sebagai pengelola keuangan haji dan kementerian penyelenggara haji sebagai pelaksana layanan
teknis memang memperkuat akuntabilitas dan pembagian kewenangan. Akan tetapi, pemisahan
tersebut juga menimbulkan kebutuhan koordinasi yang lebih intensif agar tidak terjadi tumpang
tindih kebijakan, keterlambatan pengambilan keputusan, atau ketidaksinkronan antara
kebutuhan layanan haji dan kemampuan pembiayaan. Selain itu, panjangnya daftar tunggu
menyebabkan dana jemaah mengendap dalam jangka waktu lama sehingga BPKH wajib menjaga
keamanan dana, mengoptimalkan nilai manfaat, dan memastikan likuiditas tetap tersedia ketika
dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji.

Dalam perbandingan dengan Malaysia, terdapat perbedaan mendasar antara model
pengelolaan haji Indonesia dan Malaysia. Indonesia menggunakan model pemisahan fungsi
melalui BPKH dan kementerian penyelenggara haji, sedangkan Malaysia menggunakan model
yang lebih terintegrasi melalui Lembaga Tabung Haji. Model Malaysia memberikan keunggulan
dalam efisiensi koordinasi, sistem tabungan haji yang matang, pengalaman investasi yang
panjang, serta subsidi berbasis kemampuan ekonomi. Namun, model tersebut juga memiliki
problematika berupa risiko konsentrasi kewenangan, tekanan keberlanjutan subsidi, risiko
investasi, dan ketergantungan pada kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Sebaliknya, model Indonesia lebih kuat dalam aspek pemisahan fungsi dan pengawasan berlapis,
tetapi menghadapi tantangan koordinasi, sensitivitas publik, serta isu keadilan dalam
penggunaan nilai manfaat dana haji.

Dengan demikian, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menghadapi tantangan
dalam menyeimbangkan aspek hukum, syariah, ekonomi, kelembagaan, dan pelayanan jemaah.
Indonesia perlu memperkuat koordinasi kelembagaan, transparansi, pengawasan investasi, dan
keberlanjutan penggunaan nilai manfaat. Malaysia dapat menjadi pembanding dalam hal
integrasi layanan dan subsidi berbasis kemampuan ekonomi, tetapi model Malaysia juga
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menunjukkan pentingnya pengawasan yang kuat agar sentralisasi kewenangan tidak
menimbulkan risiko tata kelola. Oleh karena itu, model pengelolaan keuangan haji yang ideal
adalah model yang mampu menggabungkan legalitas kelembagaan, kepatuhan syariah,
profesionalitas investasi, akuntabilitas publik, perlindungan hak jemaah, serta keberlanjutan
pembiayaan haji dalam jangka panjang.

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan koordinasi kelembagaan antara
BPKH dan kementerian penyelenggara haji agar pemisahan fungsi antara pengelolaan keuangan
haji dan penyelenggaraan teknis ibadah haji tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,
keterlambatan pengambilan keputusan, atau ketidaksinkronan kebijakan. Penguatan koordinasi
tersebut perlu diwujudkan melalui penegasan batas kewenangan, integrasi data jemaah,
mekanisme pertukaran informasi, serta prosedur pengambilan keputusan yang lebih efektif dan
akuntabel. Selain itu, BPKH perlu terus memperkuat prinsip kehati-hatian dalam penempatan
dan investasi dana haji dengan tetap mengutamakan keamanan dana, kepatuhan syariah,
kecukupan likuiditas, transparansi, dan optimalisasi nilai manfaat bagi jemaah.

Selanjutnya, penggunaan nilai manfaat dana haji perlu dirancang secara lebih
berkelanjutan dan berkeadilan agar tidak hanya meringankan beban biaya jemaah yang
berangkat pada tahun berjalan, tetapi juga tetap melindungi hak jemaah yang masih berada
dalam daftar tunggu. Dalam hal ini, prinsip keadilan antar generasi harus menjadi dasar dalam
perumusan kebijakan pembiayaan haji. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari model
Malaysia, khususnya dalam penguatan sistem tabungan haji, integrasi layanan, dan subsidi
berbasis kemampuan ekonomi, namun tetap harus disesuaikan dengan sistem hukum dan
karakter kelembagaan Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan keuangan haji ke depan
diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara legalitas, kepatuhan syariah, akuntabilitas
publik, keberlanjutan pembiayaan, dan perlindungan terhadap kepentingan jemaah.
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